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: Bisakah cukai rokok dipakai untuk tambal defisit BPJS Kesehatan?
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Bisakah Gu

DIREKTUR Keuangan dan

layanan kesehatan. Kewajiban

Prihati Pujowaskito
mengungkapkan. pihaknya
alami defisit sebesar Rp
2 triliun setiap bulannya. Hal
itu terjadi karena lebih banyak
jumlah pengeluaran dibanding
pemasukan.

Dia menerangkan, setiap
hari, BPJS Kesehatan mencatat
sekitar 2 juta transaksi

klaim
Rp 500 miliar per hari atau
un per bulan.

kai Rokok Di
Tambhal Defisit BPJS K

Senayan, Jakarta, Selasa
(9/6/2026).
Ia menyatakan, tanpa

u,
iuran berkisar Rp 14 triliun per
bulan.

“Setiap bulan kami defisit
Rp 2 triliun,” kata Priha

adanya intervensi atau
iji BPJS
Kesehatan berpotensi
mengalami gagal bayar pada
Juli 2027. Cadangan dana
yang tersedia hanya mampu

dalam Rapat Dengar
(RDP) dengan Komisi 1X

kia
hingga awal tahun depan.

IRMA SURYANI CHANIAGO

Anggota Komisi

IX DPR

ggapi kond|

Jika Tidak Ditangani,
Berpoten3| Gagal Bayar

Pada saat RDP di Komisi IX DPR

dengan BPJS Kesehatan. Anda me-

ngusulkan agar dana cuk;
i i it

g

defisit

BT Lt s
 Sava sang Apalagi jika di-
Cukai rukok,

tersebut. Mengapa dana cukai rokok?
Bl e L aens ok banyak

orang menjadi sakit? Oleh karena itu,

n menjadi jauh

tidak ditambal, apa

nika fadi
kan scbagai “dana kesakitan™ masyara-
Kal. tentu akan sangat bai

Apalagi pendapatan dari cukai tom-
bakau per tahun cukup besar. sekitar
Rp 244 triliun. Jika 30 persen saja
dislgkestin unnicperbiaynan kede;
hatan masyarakat, berarti tersedi
Kitar Rp 73.2 mmm Tamlab 1t sidan
sangat mencukuy

Menurut Anda, dana cukai rokok
Ikan

eenbaem: Men:

Ko manvarakot K mampts (tsp
el ke T heschatn

Ada juga usulan agar cukai GGL
(garam, gula, dan lemaky diguna-
kan untuk menambal defisit JKN

ik i
kepada rumah
bmw.nk rumah sakit
dapat menolak melayam pasien g
kondisi ini tentu akan
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Jika defisit tidak
ditangani, BPJS

berpotensi gagal bayar
kepada rumah sakit:

Akibatnya, banyak
rumah sakit dapat
menolak melayani
pasien.

o Karcna itu, data penciima
PAT bt bermr benar akst

Apa yang Anda soroti dari data
BrIS?

ava menyoroti Kebijakan berbasis
desil kescjahteraan yang berdampak

ada sejumlah masyarakat kurang
mampu yang justru kehilangan status
Kepeseriaan bantu

Kondisi terscbut berps
bulkan persoatn

otensi menim-

masyarakat yang
menderita penyakit atastropilc

., apa yang

nmu diperbaikiz

sera
a
Peme-

& perlu
dibenahi agalah akiras: dat
Pencrima Bantuan luran (PBI).
rintah melalui Kementerian Sosial dan
torat deuu Kependudukan
n Sipil perlu melaku
evaluastirmenyBlirih agar bantu

mbayar iuran dan
menjalankan prinsip gotong royong
d:

am sistem jaminan kesehatan
Sesuai amanat Konstitusi, masyarakat
miskin memang men; ng ja-

butunican pmw\uh\tlan Sanicn paitiang
Kasihan masyarakat miskin yang
memiliki penyakit Katastropik jika ke-
Mercka

tersebut, Anggota Komisi 1X
DPR Irma Suryani Chaniago

pembiayaan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)?
Koordi duakasi

pakai Untuk
esehatan?

tersebut hingga kini masih
terkendala oleh mi

dana cukai hasil tembakau
untuk membantu menutup
defisit BPJS Kesehatan. “Cukai
tembakau itu per tahun cukup
besar,” ujar Irma, dalam rapat
tersebut.

Lalu, apakah dana cukai
rokok memang dapat

BPJS Watch Timboel
Siregar menjelaskan, secara
regulasi,

politik (political
wifl) dari Pemerintah.
Untuk mengetahui lebih

dana yang berasal
dari cukai rokok untuk

jauh p gan Irma Suryani
Chaniago dan Timboel
Sitegdr mengenai peluang

sebenarnya telah memiliki
landasan hukum. Namun,

dana cukai rokok
sehagai solusi atas defisit BPIS
Kesehatan, berikut petikan

untuk pang

TIMBOEL SIREGAR
Koordinator Advokasi BPJS Watch

Regulasi Sudah Ada,
Tinggal Implementasi
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Kalau bicara cuka

rokok, regulasinya

sudah ada. Yang bel

ada adalah penerapan

cukai untuk produ

yang mengandung

gula, garam, dan
| k

Ada usulan agar dana cukai n)kt:k
digunakan untuk menutup defisi
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN \.
Bagaimana pandangan Anda menge-
nai usulan tersebu

i dana

A= g
2 SN2
b mﬂﬂ e

< 4\

i
um

k

mcnubi Kewajibannya.

Sel kai rokok, sumber dana
apa lagi yang berpotensi digunakan
untuk menopang pembiayaan BPJS
Kesehatan?

cukai rokok dengan pembiayaan JKN
bukanlah al baru. Regulasi

ususnya yang diatur dalam
Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 32
Tahun 2018. Yang dibutuhkan saat ini
adalah political will atau kemauan politik.

Persoalannya, Pemerintah Pusat

sangat beknnreantung pada jaminan
keschatan untuk mendapatkan la
pengobatan.

Lalu. apa harapan Anda kepada
Pemerintah?

ami berharap Pemerimah se
melakukan evaluasi menyeluruh ter-
hadap mekanisme pendataan peneri-
ma bantuan iuran agar tidak ada ma-
akat miskin yang kehilangan hak
atas perlindungan kesehatan akihat
Kesalahan administrasi maupun keti-
daktepatan dats. m REN

Bahkan pada 2026, transfer
 dacrah yang berasal dari Dana Bagi
Hasil (DBH) tembakau dan sumber
lainnya mengalami penurunan cukup

enifikan. Pada 2025 nilainya sekitar
Rp 919.9 triliun, sedangkan pada 2026
wrun menjadi sekitar Rp 693 iiliun.

optimal

cara cukai rokok.

i, penopang utan pedapatan TKN

tetap berasal dari juran peserta
Masalabuya, an tidak ik selana
am fahun, Akibainya. aset be

ang belum ada adalah per
rapan cubai untuk

hipertensi, i y\.n\ akit kronis lainnya.
Pada hakiKatnya, cukai dikenal
terhadap produk yang menimbulkan
dampak kesehatan. Dana vang diperolch
kemudian digunakan untuk mengatas
tan akibat it produk terse-
pan cukai GGL
gan sampai
seperti’ pemanfaatan dana cukai rokok
imya tidak 3

1. terjadi peng lebih dari  yang .
il
Padaha rian dana idak berjalan efel
i strabe P iuran JKN  ti

vang dibayarkan pemerintah daerah
Dengan kondisi iw, pemerintah daerah

juga menghadapi kesulitan dalam me-

Yo bisu dibilang mandul. Vang pects
diperkuat s rya adalah strukiur
pendapatan KN sendie Sampaisaat

Indikatornyajelas, aset bersth tes
sudah tidak lagi mampu menjomin
pembayaran Klaim rumah sakit selama
Hfaal IS bilartaabagsimahs Reibets

tuan yang berlaku.

Apakah Pemerintah sebenarnya
merallill ruang Gskal untul meim
perkuat pendan:
_ Scbenamya ada Datarn pembahasan
BN 2006 fiephah silincil
Rp yang seha-

rusnya dapat di
kan iuran Penerima Bantuan [uran (PBI)
JKN. Saat ini, iuran PBI masih sekitar

bulan,

Rp 42 ribu per peserta per Jika
dana Rp 20 wiliun tersebut dikonversi
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